BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai pengembalian kerugian keuangan negara

dalam tindak pidana korupsi dana desa dengan perspektif teori kemanfaatan hukum

Jeremy Bentham, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-X1V/2016, kerugian
negara menjadi unsur esensial dalam penegakan hukum korupsi. Oleh
karena itu, pemulihan kerugian keuangan negara seharusnya ditempatkan
sebagai tujuan utama, khususnya karena berkaitan langsung dengan
kesejahteraan masyarakat desa. Namun, praktik penegakan hukum
menunjukkan adanya inkonsistensi, terlithat dari perbedaan penanganan
kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jambi yang dimana pelaku sudah
mengembalikan kerugian negara secara kescluruhan tetapi masih dijatuhi
hukuman pidana dan pada Kejaksaan Negeri Bunkate proses hukumnya
dihentikan setelah kerugian negara dikembalikan . Dualisme penanganan
kasus tindak pidana korupsi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan
menunjukkan belum adanya standar yang jelas.

Jika ditinjau dari teori kemanfaatan Bentham, pemidanaan terhadap pelaku
yang sudah mengembalikan kerugian keuangan negara tidak selalu
memberikan manfaat optimal, terutama ketika biaya penanganan perkara
lebih besar daripada nilai kerugian itu sendiri. Dalam kondisi demikian,

proses hukum justru berpotensi menimbulkan kerugian baru dan kehilangan
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orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pengembalian
kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan atau penyidikan yang
memenubhi kriteria tertentu dapat dianggap telah mencapai tujuan utama UU
TIPIKOR, yakni pemulihan kepentingan publik demi mensejaterahkan
perekonomian keuangan negara. Dengan demikian, penegakan hukum tidak
semata-mata berorientasi pada kepastian formal dan pembalasan, tetapi juga
harus mempertimbangkan aspek rasionalitas, proposionalitas, serta
kemanfaatan hukum. Pada akhirnnya, pengembalian kerugian keuangan
negara layak dijadikan dasar normatif untuk menghentikan proses hukum
dalam kasus tertentu, tanpa mengurangi sifat korupsi sebagai kejahatan luar
biasa, melainkan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar memberi
manfaat nyata bagi negara dan masyarakat serta menghindari pemborosan

keuangan akibat proses yang tidak efisien.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, penulis

menyarankan sebagai berikut :

1.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa ke depan tidak lagi
semata-mata berorientasi pada kepastian hukum formal melalui
pemidanaan, melainkan diarahkan pada optimalisasi kemanfaatan hukum
bagi negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, pengembalian kerugian
keuangan negara seharusnya ditempatkan sebagai tujuan utama penegakan

hukum, khususnya setelah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diposisikan sebagai delik materiil
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari
dijatuhkannya pidana, tetapi dari sejauh mana kerugian keuangan negara
dapat dipulihkan secara nyata dan tepat waktu untuk kepentingan publik.

2. Penulis juga menyarankan agar aparat penegak hukum, khususnya pada
tahap penyelidikan dan penyidikan, memiliki pedoman yang lebih jelas dan
seragam dalam menempatkan pengembalian kerugian keuangan negara
sebagai dasar pertimbangan penghentian proses hukum. Dalam perkara
korupsi dana desa yang berskala kecil, bersifat administratif, serta telah
dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara secara penuh,
penegakan hukum seharusnya mengedepankan prinsip ultimum remedium.
Pendekatan ini penting untuk mencegah pemborosan anggaran negara
akibat biaya operasional penanganan perkara yang nilainya jauh lebih besar
daripada kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi itu
sendiri.

Akhirnya, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat
mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan pendekatan kemanfaatan hukum dan
restorative justice dalam penanganan tindak pidana korupsi yang berskala kecil,
khususnya yang berkaitan dengan keuangan desa. Penelitian lanjutan diharapkan
dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih komprehensif dalam

merumuskan model penegakan hukum korupsi yang tidak hanya tegas, tetapi juga



62

rasional, proporsional, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi negara dan

masyarakat.
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